ANALISIS HUKUM ACARA PERDATA TERHADAP UNSUR
NEBIS IN IDEM DALAM PERKARA PERDATA WARIS
(Studi Putusan Pengadilan Agama Selatpanjang Nomor
10/pdt.G/2012/PA.Slp Jo. Nomor 181/pdt.G/2020/PA.SIp)

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum

tl.l

UIN SUSKA RIAU

OLEH

= MAIZATUL ISTIOQOOMAH
ﬁ NIM: 11820121021

1E

5 - PROGRAM S 1
HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
1443 H/2022 M

SEUW Nens ueneil



© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

U\fl Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

u_p._..l 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

= .nm a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
l/_.-\_n b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

ussuseanny 2+ Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



‘nery eysng NN uizi edue) undede ynjuag wejep Ul siN} AIBY yninjas neje ueibeqas yeAueqladwaw uep ueywnwnbusw 6uele|iq ‘g

NVIY VISNS NIN
o/l

&

‘nery eysng NN Jefem BueA uebunuaday ueyibnisw yepn uedinbuad 'q

‘yejeselwl niens uenelul] neje iUy uesinuad ‘uelode| ueunsnAuad ‘yeiw| eAley uesinuad ‘uenisuad ‘ueyipipuad uebunuaday ymun eAuey uedipnbusd e

)

\[']/Ia

>

h

:laquins ueyingaAusw uep ueuwniuesuaw eduey 1ul siny eAley ynunjgs neje ueibeqges dinbusw Buele|iq “|

Buepun-Buepun 16unpuing e3did yeH

nery eysng NN Y!lw e}did yeH @

AJISI9ATU) dTUNR[S] d}e}S

=

nery wisey JireAg uejng jo

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “ANALISIS HUKUM ACARA PERDATA TERHADAP
UNSUR NEBIS IN IDEM DALAM PERKARA PERDATA WARIS (STUDI
PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SELATPANJANG NOMOR
10/PDT.G/2012/PA.SLP JO. NOMOR 181/PDT.G/2020/PA.SLP)”, yang
ditulis oleh:

Nama : Maizatui Istigomah
Nim 111820121021
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsiyah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam Sidang Munaqasah

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 1§ April 2022

Pembimbing I Pembimbing II
v
7
Irfan Zulfikar., M.Ag Dr. Wihiditk .o
NIP. 19750521 200604 1 003 NIP. 197101081199703 1 003




UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



‘nery eysns NN uizi edue) undede ynjuaq wejep 1ul sin} eAiey yninjas neje uelbegas yeAueqiadwaw uep uejwnwnBusw Buele|q 'z

NVIY VISNS NIN
pf0:

&

‘nery eysng NN Jefem BueA uebunuaday ueyibnisw yepn uedinbuad 'q

‘yelesew nyens ueneluny neje 3y uesiinuad ‘uelode| ueunsnAuad ‘yeiw |l eAley uesiinuad ‘uenguad ‘ueyipipuad uebunuaday ynun eAuey uedipnbuad ‘e

)

]

>

o
)

%0

Jaguuns ueyingaAusw uep ueywnuesusw edue) (Ul siN) eA1ey yninjes neje ueibeqges dinbusw Buele|q °|

Buepun-Buepun 1Bunpuing e3dio yeH

neiy eysng Nin Y!iw eldiodeH o

nery wisey JureAg uejng jo AJISIdATU[) DIWIR[S] 3}€}S

—

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : MAIZATUL ISTIQOMAH
NIM : 11820121020

Tempat/ Tgl. Lahir

Fakultas/ Pascasarjana

: Sidomulyo, 22 Agustus 2000
: Fakultas Syari’ah dan Hukum

Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsiyah)

Judul Disertasi/Fhesis/Skripsi

i *: “ANALISIS HUKUM ACARA PERDATA

i/harva Himinh lainnya
TERHADAP UNSUR NEBIS IN IDEM DALAM PERKARA PERDATA WARIS (Studi Putusan Pengadilan
Agama Selatpanjang Nomor 10/Pdt.G/2012/PA.Slp Jo. Nomor 181/Pdt.G/2020/PA.Slp”

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1.

Penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/Karya—HmiahJainnya* dengan judul sebagaimana
tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

Semua Kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

Oleh karena itu DisertasiFhesis/Skripsi/Karya—lmiah—lainnya*, saya ini, saya
nyatakan bebas dari plagiat.

Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan
Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya—HmiahJainnya)* saya tersebut, maka saya besedia

menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan

dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, € Juni 2022

Yang membuat pernyataan

MYEMPRL
FEAJX778605925
Maizatul Istigoma

NIM. 11820121020

® pilih salah salah satu sesuai jenis karya tulis

R SRR T T P ey AR (v -




ABSTRAK

Maizatul Istigomah (2022): Analisis Hukum Acara Perdata Terhadap Unsur
Nebis In Idem Dalam Perkara Perdata Waris (Studi
Putusan Pengadilan Agama Selatpanjang Nomor
10/Pdt.G/2012/PA.SIp Jo. Nomor 181/Pdt.G/2021/Pa.Slp)

Putusan hakim adalah putusan akhir dari suatu pemeriksaan persidangan di
pengadilan dalam suatu sengketa. Putusan hakim adalah putusan yang bersifat
mengikat para pihak yang bersengketa. Para pihak harus tunduk dan menghormati
putusan yang telah dijatuhkan hakim. Putusan tersebut harus dianggap benar dan
hakim tidak dibenarkan untuk memutus kembali perkara yang sama mengenai
pokok sengketa yang sama, kecuali apabila putusan pada sengketa sebelumnya
gugatannya tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

Tujuan penelitian ini yaitu 1) mengetahui dasar perimbangan hakim
menerima kembali gugatan yang sudah diputus dan gugatannya sama. 2)
menganalisis unsur Nebis In Idem dalam putusan Pengadilan Agama Selatpanjang
Nomor 10/Pdt.G/2012/PA.Slp Jo. Nomor 181/Pdt.G/2021/PA.Slp. Jenis penelitian
ini adalah penelitian kepustakaan atau library research dengan pendekatan hukum
normatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer yaitu dokumen putusan
Nomor 10/Pdt.G/2012/PA.SIp dan Nomor 181/Pdt.G/2021/PA.Slp. Dan data
sekunder, yaitu buku-buku yang berhubungan dengan penelitian. Analisis data
menggunakan metode content analisis.

Hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa: 1) dasar pertimbangan
hakim menerima kembali perkara yang sama adalah karena pada putusan tingkat
banding di Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru, gugatan Penggugat memiliki
cacat hukum sehingga gugatan tersebut tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke
Verklaard). Karena legal standing yang dilakukan oleh salah satu penggugat
sebagai kuasa insidentil tidak memiliki surat izin dari ketua Pengadilan Agama
untuk beracara di Pengadilan Agama Selatpanjang sehingga gugatan tersebut
dinilai error in persona dalam plurium litis consertium (kekurangan pihak). 2)
analisis hukum acara perdata terhadap unsur Nebis In Idem dalam putusan Nomor
10/Pdt.G/2012/PA.SIp Jo. Nomor 181/Pdt.G/2021/PA.Slp yaitu bahwa dalam
putusan tersebut tidak terdapat unsur Nebis In Idem.

Kata Kunci: Putusan Hakim, Nebis In Idem, Gugatan



KATA PENGANTAR
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Assalamualaikum Wr. Wb
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BAB |
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Sesuai dengan kodratnya, manusia diciptakan oleh Tuhan yang Maha
Pengasih untuk hidup bersama dengan manusia lainya (bermasyarakat). Dalam
hidup bermasyarakat ini mereka saling berhubungan, yang apabila diteliti
jumlah dan sifatnya, tidak terhingga banyaknya. Di dalam kehidupan
bermasyarakat, tiap-tiap individu atau orang mempunyai kepentingan yang
berbeda antara yang satu dengan lainnya. Adakalanya kepentingan mereka itu
saling bertentangan, dan pada akhirnya menimbulkan suatu sengketa. Untuk
menghindarkan dari gejala tersebut, mereka mencari jalan untuk mengadakan
tata tertib, yaitu dengan cara membuat ketentuan atau kaidah hukum, yang
harus ditaati oleh setiap anggota masyarakat, agar dapat mempertahankan
kehidupan bermasyarakat yang tertib.

Dalam kehidupan bernegara, manusia sebagai warga masyarakat yang
ada di dalamnya juga akan selalu melakukan aktivitas-aktivitas untuk
mencapai tujuan yang diinginkannya. Setiap aktivitas yang dilakukan oleh
warga masyarakat tersebut dapat menimbulkan masalah sebagai akibat
perbedaan kepentingan di antara mereka. Untuk menghindari konflik yang
terjadi karena perbedaan kepentingan tersebut, maka dengan diciptakannya
peraturan hukum yang apabila dilanggar, yang bersangkutan akan dikenai

sanksi.



Hukum acara perdata juga disebut hukum perdata formil, vyaitu
kesemuannya kaidah hukum yang menentukan dan mengatur cara bagaimana
melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban perdata sebagaimana yang
diatur dalam hukum perdata materiil." Hukum acara perdata atau hukum
perdata formil merupakan bagian dari hukum perdata. Karena, disamping
hukum acara perdata formil, juga ada hukum perdata materiil. Hukum perdata
materiil ini lazimnya disebut hukum perdata saja. Adapun yang dimaksud
dengan hukum perdata formil atau hukum acara perdata adalah peraturan
perundang-undangan yang mengatur tentang pelaksanaan sanksi hukuman
terhadap para pelanggar hak-hak keperdataan sesuai hukum materiil
mengandung sanksi yang sifatnya memaksa.’

Untuk dapat mencapai apa yang menjadi tujuan dari pada hukum acara
perdata, maka pada umumnya peraturan-peraturan Hukum Acara Perdata itu
bersifat memaksa (dwinged recht), karena dianggap menyelenggarakan
kepentingan umum, serta bersifat pelengkap atau memahami prinsip
keterbukaan (aanvullend recht), karena dianggap mengatur penyelenggaraan
kepentingan khusus dari yang bersangkutan.®

Sudikno Mertokusumo, dalam bukunya Hukum Acara Perdata

Indonesia menyatakan bahwa hukum acara perdata adalah peraturan hukum

! Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, Hukum Acara Perdata: dalam
Teori dan Praktek, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2009), him. 1-2

2 Sarwono, Hukum Acara Perdata: Teori dan Praktik, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020),
him. 3-4

% | Rubini dan Chidir Ali, Pengantar Hukum Acara Perdata, (Bandung: Alumni, 1974),
him. 12



yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata
materiil dengan perantaraan hakim®. Meliputi baik perkara yang mengandung
sengketa (contentieus) maupun yang tidak mengandung sengketa (voluntair).

Di Indonesia penyelenggaraan kekuasaan kehakiman (judicial power)
dilaksanakan oleh Peradilan Negeri, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan
Peradilan Tata Usaha Negara yang berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai
Pengadilan Tetinggi. Pengadilan pada keempat lingkungan peradilan tersebut
memiliki cakupan dan kekuasaan masing-masing yang telah ditentukan oleh
bidang yuridiksi yang dilimpahkan undang-undang kepadanya.’

Dalam mengajukan perkara di Pengadilan Agama, baik perkara
gugatan atau perkara yang mengandung sengketa, maupun permohonan atau
perkara yang tidak mengandung sengketa, pihak yang mengajukan perkara
tersebut harus betul-betul memperhatikan, apakah perkara yang diajukan
sudah memenuhi syarat formil maupun materiil. Perkara yang sudah
memenuhi syarat tersebut, dapat disidangkan oleh majelis hakim berdasarkan
penetapan dari Ketua Pengadilan Agama.

Dalam suatu prosedur persidangan, sesuai dengan peraturan yang
berlaku, maka diakhir persidangan akan ada penetapan putusan dari majelis
hakim yang menangani perkara tersebut. Penetapan tersebut bisa berupa

dikabulkannya suatu gugatan/permohonan atau malah ditolaknya suatu

* Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, (Yogyakarta: Liberty, 2006),
him. 2

> Cik Hasan Bisri, Peradilan Agama di Indonesia, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
1998), him. 203



gugatan/permohonan. Sedangkan dalam hukum acara perdata, putusan
pengadilan dapat berupa tiga hal, yaitu, gugatan dikabulkan, gugatan ditolak,
dan gugatan tidak dapat diterima.

Gugatan dikabulkan, menurut M. Yahya Harahap, dikabulkannya
suatu gugatan adalah dengan syarat bila dalil gugatannya dapat dibuktikan
oleh penggugat sesuai dengan alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 1865
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Gugatan ditolak, dalam bukunya,
Hukum Acara Perdata, M. Yahya Harahap menyebutkan bahwa bila
penggugat dianggap tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya (tidak
terbukti), akibat hukum yang harus ditanggungnya atas tidak terbukti dalil
gugatannya adalah gugatannya mesti ditolak seluruhnya. Gugatan tidak dapat
diterima, dijelaskan pula oleh M. Yahya Harahap, bahwa ada berbagai cacat
formil yang mungkin melekat pada gugatan, antara lain, gugatan tidak
memiliki dasar hukum, gugatan error in persona, gugatan obscuur libel (surat
gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap/formulasi gugatan yang tidak
jelas), gugatan yang melanggar yurisdiksi (kompetensi) absolut atau relatif,
gugatan nebis in idem.®

Nebis in idem adalah suatu asas larangan pengajuan gugatan untuk
yang kedua kalinya dalam perkara yang sama dan sebelumnya perkara
tersebut sudah diputuskan oleh hakim. Nebis in idem diatur dalam pasal 1917
BW, dinyatakan bahwa suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan

mutlak tidaklah lebih luas daripada sekadar soalnya putusan. Suatu gugatan

® M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan,
Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), him. 812



dapat dinyatakan nebis in idem dalam hal telah ada putusan berkekuatan

hukum tetap sebelumnya yang memutus perkara yang sama, dengan pihak

yang sama, alasan yang sama, dan pengadilan yang sama.

Berkaitan dengan azas nebis in idem, Mahkamah Agung
mengeluarkan Surat Edaran No. 3 Tahun 2002, tentang Penanganan Perkara
yang berkaitan dengan azas nebis in idem, bahwa agar azas nebis in idem
dapat terlaksana dengan baik dan demi kepastian bagi pencari keadilan dengan
menghindari adanya putusan yang berbeda, maka proses di Pengadilan yang
sama:

1) Panitera harus cermat memeriksa berkas perkara dan melaporkan kepada
Ketua Pengadilan apabila terdapat perkara serupa yang telah diputus di
masa lalu;

2) Ketua Pengadilan wajib memberi catatan untuk Majelis Hakim mengenai
keadaan tersebut;

3) Majelis Hakim wajib mempertimbangkan baik terhadap putusan eksepsi
(tangkisan) yang diajukan Tergugat maupun pada pokok perkara,
mengenai perkara serupa yang pernah diputus di masa lalu.

Dalam penelitian ini penulis mencoba menganalisa lebih dalam tentang
“pengajuan gugatan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap tetapi
gugatan tersebut kembali diajukan” pada hukum acara persidangan perkara
waris di Pengadilan Agama Selatpanjang. Sebagai obyek yang dikaji, penulis
menitikberatkan pada kasus sengketa perdata waris yang dimana gugatan yang

diajukan penggugat telah diputus oleh Pengadilan Agama Selatpanjang



dengan perkara Nomor: 10/Pdt.G/2012/PA.SIp yaitu isinya Pengadilan Agama
Selatpanjang mengabulkan gugatan Penggugat dan sebagian menolaknya,
Menetapkan bahwa kebun sagu/rumbia yang luasnya 17.16 M2 yang terletak
di Sungai Dalan, Suir Kiri, Desa Lukun dan menetapkan masing-masing ahli
waris No binti Bakak dan Ogel bin Lamid, menghukum Tergugat untuk
membagi harta warisan No binti Bakak tersebut dan menyerahkan kepada ahli
waris sesuai dengan bagian masing-masing dan putusan tersebut sudah
mempunyai kekuatan hukum tetap. Kemudian gugatan tersebut diajukan
permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dengan perkara
Nomor: 81/Pdt.G/2012/PTA.Pbr dan putusannya yaitu bahwa gugatan
Penggugat tersebut terdapat cacat hukum karena gugatan tersebut terdapat
error in persona dalam plurium litis consertium (kekurangan pihak). Oleh
karenanya, gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke
Verklaard).

Akan tetapi pada tanggal 18 Agustus 2020, Penggugat mengajukan
kembali gugatan yang sama dengan perkara Nomor: 181/Pdt.G/2020/PA.SIp,
yaitu dengan putusan menetapkan harta warisan dari pewaris (No binti Bakak)
adalah sebidang tanah rumbia yang terletak di Sungai Dalan, Suir Kiri, Desa
Lukun dan menetapkan masing-masing ahli waris No binti Bakak dengan
Ogel bin Lamid. Dalam eksepsi: menolak eksepsi dari Tergugat. Kemudian
gugatan tersebut diajukan banding ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan
perkara Nomor: 43/Pdt.G/2021/PTA.Pbr dengan putusan Pengadilan Tinggi

Agama Pekanbaru mengabulkan gugatan tersebut.



Terhadap kasus semacam ini, pakar hukum berbeda pendapat. Ada
yang berpendapat bahwa Nebis In Idem dalam hukum perdata tidak ada, yang
ada hanya dalam hukum pidana. Sementara pakar hukum yang lain
mengatakan bahwa Nebis In Idem dalam hukum perdata tetap ada. Ini perlu
karena hal yang telah diputus oleh pengadilan yang sama akan menimbulkan
tidak adanya kepastian hukum, dan hilangnya kewibawaan pengadilan di mata
masyarakat.” Padahal dalam KUHPerdata yang dinamakan gugatan nebis in
idem adalah apa yang digugat atau diperkarakan sudah pernah diperkarakan,
telah ada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, subjek dan objek
sama.®

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam tentang
gugatan perdata waris yang sudah mempunyai hukum tetap sebelumnya, yang
kemudian akan dituangkan dalam skripsi yang berjudul “Analisis Hukum
Acara Perdata Terhadap Unsur Nebis In Idem Dalam Perkara Perdata
Waris (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Selatpanjang Nomor
10/pdt.G/2012/PA.Slp dan Nomor 181/pdt.G/2020/PA.SIp)”.

B. Batasan Masalah

Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya
penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian tersebut
lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian

akan tercapai. Beberapa batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai

" Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama,
(Jakarta: Prenadamedia Group, 2005), him. 315
¥ Pasal 1917 KUHPerdata



berikut: Analisis hukum acara perdata terhadap unsur nebis in idem dalam
perkara perdata waris (Studi Putusan Pengadilan Agama Selatpanjang Nomor
10/pdt.G/2012/PA.SIp jo. Nomor 181/pdt.G/2020/PA.Slp).
C. Rumusan Masalah
1. Bagaimana yang menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan
Agama Selatpanjang dalam menerima kembali gugatan perkara tersebut?
2. Bagaimana analisis hukum acara perdata terhadap unsur Nebis In Idem
dalam perkara perdata waris (Studi Kasus Putusan Nomor
10/pdt.G/2012/PA.SIp dan Nomor 181/pdt.G/2020/PA.Slp)?
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Dari tujuan utama dapat dijabarkan tujuan penelitian ini adalah
untuk mendeskripsikan dan mengetahui:
a. Untuk mengetahui dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan
Agama Selatpanjang menerima gugatan perkara tersebut.
b. Untuk menjelaskan analisis hukum acara perdata terhadap unsur Nebis
In Idem dalam perkara perdata waris (Studi Kasus Putusan Nomor
10/pdt.G/2012/PA.SIp jo. Nomor 181/pdt.G/2020/PA.Slp)
2. Kegunaan Penelitian
a. Kegunaan secara teoritis
Yaitu memperkaya khazanah keilmuan, dapat dijadikan sebagai
tambahan pengetahuan tentang gugatan nebis in idem dalam gugatan

perkara perdata waris bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada



umumnya, serta dapat dijadikan barometer dalam penelitian lebih
lanjut pada bidang yang sama.

Kegunaan secara praktis

Yaitu dapat dijadikan literatur atau referensi untuk merumuskan

dan melaksanakan penyampaian materi Hukum Acara Perdata di
Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Suska Riau khususnya dan bagi

pembaca pada umumnya.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulis dalam menulis dan menyelesaikan

penelitian ini serta untuk memudahkan pembaca dalam memahami tulisan dari

penelitian ini, maka disusunlah sistematika penulisan kedalam lima buah bab

sebagai berikut:

BAB |

BAB Il

PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan berisi gambaran umum tentang penelitian ini
dengan menguraikan: latar belakang, batasan masalah, rumusan
masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika
penelitian.

TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang pengertian hukum acara perdata, pengertian
azas nebis in idem, sumber hukum acara perdata, syarat berlakunya
asas nebis in idem, putusan hakim, kekuatan putusan hakim. Serta

tinjauan terdahulu.



BAB Il1

BAB IV

BAB V
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METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi tentang metode penelitian yaitu jenis penelitian,
subjek dan objek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan
data, dan analisis data. Serta gambaran umum Pengadilan Agama
Selatpanjang vyaitu sejarah Pengadilan Agama Selatpanjang,
struktur organisasi, fungsi, serta tugas dan wewenang Pengadilan
Agama Selatpanjang.

PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab berisi tentang analisis hukum acara perdata terhadap unsur
nebis in idem dalam putusan Pengadilan Agama Selatpanjang
dalam perkara perdata waris dan dasar pertimbangan hakim
menerima kembali perkara yang sama.

PENUTUP

Bab kelima merupakan penutup yang berisikan kesimpulan yang
diperoleh berdasarkan penelitian yang dilakukan dan saran-saran

yang berpijak dari hasil penelitian.



BAB |1
TINJAUAN PUSTAKA
A. Hukum Acara Perdata
1. Pengertian Hukum Acara Perdata

Menurut fungsinya, hukum dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu hukum
materiil dan hukum formil atau hukum acara. Hukum acara perdata adalah
hukum perdata formil, yang pada dasarnya berfungsi untuk mempertahankan
atau menegakkan hukum perdata materiil melalui pengadilan apabila terjadi
pelanggaran terhadap hukum perdata materiil atau terjadi suatu sengketa.
Bahkan hukum acara perdata juga mengatur tentang bagaimana tata cara
memperolah hak dan kepastian hukum manakala tidak terjadi sengketa
melalui pengajuan “permohonan” ke pengadilan. Namun demikian, secara
umum hukum acara perdata mengatur proses penyelesaian perkara perdata
melalui hakim di pengadilan dimulai dari penyusunan gugatan, pengajuan
gugatan, pemeriksaan gugatan, putusan pengadilan sampai dengan eksekusi
atau pelaksanaan putusan pengadilan.

Hukum Acara Perdata adalah rangkaian peraturan-peraturan yang
membuat cara bagaimana orang harus bertindak dan dimuka Pengadilan dan
cara bagaimana Pengadilan itu harus bertindak, satu sama lain untuk
melaksanakan berjalannya peraturan Hukum Perdata. Hukum acara perdata
juga menunjukkan jalan, apa yang harus dilakukan oleh orang, agar
permasalahan yang bersangkutan dapat diperiksa oleh Pengadilan. Serta

ditunjukkan cara bagaimana pemeriksaan itu dilakukan, cara bagaimana

11
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orang mendapat putusan Pengadilan itu dijalankan, sehingga tercapailah
keinginan orang tersebut, yaitu pelaksanaan hak-hak dan kewajiban-
kewajiban untuk kepentingan orang itu menurut hukum perdata yang berlaku
baginya.’

Hukum acara perdata adalah peraturan perundang-
undangan yang mengatur tentang pelaksanaan sanksi hukuman terhadap
para pelanggar hak-hak keperdataan sesuai dengan hukum perdata materiil
mengandung sanksi yang sifathya memaksa.’® Hukum acara perdata
mengatur siapa saja orang-orang yang dapat melakukan penuntutan hak
hukumnya. Hukum acara perdata adalah hukum yang mengatur cara orang
mengajukan perkara ke pengadilan, cara pihak yang terserang
kepentingannya mempertahankan diri, cara hakim bertindak terhadap pihak-
pihak yang berperkara sekaligus memutus perkara tersebut dengan adil, cara
melaksanakan putusan hakim, yang kesemuanya bertujuan agar hak dan
kewajiban yang telah diatur dalam hukum perdata materiil itu dapat berjalan
sebagaimana mestinya.™

Secara definitif, beberapa ahli hukum perdata memberikan definisi

mengenai hukum acara perdata:

® R. Wirjono Projodikoro, Hukum Acara Perdata Di Indonesia, (Bandung: Sumur
Bandung, 1992), him. 13-14

19 sarwono, Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), him.

1 Sri Wardah dan Bambang Sutiyoso, Hukum Acara Perdata dan Perkembangan nya di
Indonesia (Yogyakarta: GAMA MEDIA, 2007), him. 9



13

Sudikno Mertokusumo mendefinisikan hukum acara perdata sebagai
peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya
hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim.

Wiryono Prodjodikoro mendefinisikan hukum acara perdata sebagai
rangkaian peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak.
terhadap dan di muka pengadilan dan cara bagaimana pengadilan itu harus
bertindak, semuanya itu untuk melaksanakan peraturan hukum perdata.

Abdulkadir Muhammad merumuskan secara singkat bahwa hukum
acara perdata sebagai peraturan hukum yang mengatur proses penyelesaian
perkara perdata melalui pengadilan, sejak diajukan gugatan sampai dengan
pelaksanaan putusan pengadilan.

Retnowulan dan Iskandar mendefinisikan hukum acara perdata
sebagai semua kaidah hukum yang menentukan dan mengatur cara
bagaimana melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban perdata
sebagaimana yang diatur dalam hukum perdata materiil.*?

2. Sumber Hukum Acara Perdata
Pada dasarnya, ketika berbicara mengenai Hukum Acara Perdata
Indonesia, ternyata sampai kini masih berpedoman kepada hukum acara
perdata hasil kolonial. Oleh karena itu, berdasarkan asas konkordansi,

sistem hukum acara perdata di Indonesia mengadopsi hukum acara perdata

dari Belanda. Sumber hukum acara perdata ialah tempat dimana

2 Endang Hadrian dan Lukman Hakim, Hukum Acara Perdata Di Indonesia:
Permasalahan Eksekusi dan Mediasi, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), him. 1-2
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ditemukannya ketentuan-ketentuan hukum acara perdata yang berlaku di

Indonesia. Berikut pengaturan hukum acara perdata di Indonesia:

1)

2)

3)

4)

HIR (Het Herziene Indonesich Reglement)

HIR ini dibagi menjadi dua yaitu bagian hukum acara
pidana dan acara perdata, yang diperuntukan untuk golongan
Bumiputra dan Timur Asing di Jawa dan Madura untuk
berperkara di muka Landraad. Bagian acara pidana dari Pasal 1
sampai 114 dan Pasal 246 sampai Pasal 371. Bagian acara
perdata dari Pasal 115 sampai Pasal 245. Sedangkan titel ke 15
yang merupakan peraturan rupa-rupa (372 s.d 394) meliputi
acara pidana dan acara perdata.

RBg (Rechtreglements voor de Buitengwesten)

RBg yang ditetapkan dalam pasal 2 Ordonansi 11 Mei
1927 adalah pengganti berbagai peraturan yang berupa
reglemen yang tersebar dan berlaku hanya dalam suatu daerah
tertentu saja. RBg berlaku untuk di luar Jawa dan Madura.

Rv (Reglemen op de Burgelijke rechtsvordering)

Rv adalah reglemen yang berisi ketentuan-ketentuan
hukum acara perdata yang berlaku khusus untuk golongan
Eropa dan yang dipersamakan dengan mereka untuk berperkara
di muka Raad Van Justitie dan Residentie Gerecht.

BW (Burgelijke Wetboek)



5)

6)
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Burgelijke Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata), meskipun sebagai kodifikasi Hukum Perdata Materiil,
nemuun juga memuat Hukum Acara Perdata, terutama dalam
Buku IV tentang pembuktian dan daluwarsa (Pasal 1865 sampai
1993). Selain itu, juga terdapat dalam beberapa Pasal Buku I,
misalnya tentang tempat tinggal atau domisili (Pasal 7 sampai
dengan Pasal 25), serta beberapa Pasal Buku Il dan Buku Il
(misalnya Pasal 533, Pasal 535, Pasal 1365)

WvVK (Wethoek van Koophandel) atau dikenal dengan Kitab
Undang-Undang Hukum Dagang

Wetboek van Koophandel atau dikenal dengan Kitab
Undang-Undang Hukum Dagang, meskipun juga sebagai
kodifikasi Hukum Perdata Materiil, namun di dalamnya ada
beberapa Pasal yang memuat ketentuan Hukum Acara Perdata
(misalnya Pasal 7, 8, 9, 22, 23, 32, Pasal 258, 272, 273, 274 dan
Pasal 275).

Berbagai Undang-Undang yang berkaitan dengan Hukum

Acara Perdata, seperti:

a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan
Ulangan di Jawa dan Madura,

b. Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 tentang

Tindakanan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggara
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Kesatuan Susunan, Kekuasaan dan Acara Pengadilan-
Pengadilan Sipil,

¢. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

d. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah

Agung.
Kemudian mengalami perubahan dengan Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2009, namun hukum acara perdata dalam undang-undang
ini tidak mengalami perubahan.

e. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan
Umum. Kemudian mengalami perubahan dengan Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor
49 Tahun 2009,

f. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat,

g. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan
Kehakiman. Kemudian mengalami perubahan dengan
Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009,

h. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan
dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

7) Yurisprudensi
8) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA)
9) Instruksi dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA)

10) Adat kebiasaan
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11) Doktrin =3
3. Asas Hukum Acara Perdata
a) Hakim bersifat menunggu

Asas ini dapat ditemukan pada Pasal 10 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Pasal 142 RBg/Pasal 118 HIR.
Pasal 142 ayat (1) RBg menentukan bahwa gugatan perdata dalam
tingkat pertama yang pemeriksaannya menjadi wewenang
Pengadilan Negeri diajukan oleh Penggugat atau oleh seorang
kuasanya.™

Hakim bersifat menunggu artinya inisiatif pengajuan
gugatan berasal dari pihak yang berkepentingan. Hakim
(pengadilan) hanya menunggu diajukannya tuntutan hak oleh
Penggugat. Perkara yang diajukan kepada hakim maka ia tidak
boleh menolak untuk memeriksa dan mengadilinya dengan alasan
haknya tidak ada atau kurang jelas, hakim wajib menggali,
mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang
hidup dalam masyarakat.

b) Hakim bersifat pasif

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 48 Tahun 2009, Hakim di dalam memeriksa
perkara perdata bersikap pasif dalam arti kata bahwa ruang lingkup

atau luas pokok sengketa yang diajukan untuk diperiksa pada

3 1bid, him. 2-4
% 1bid, him. 5
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asasnya ditentukan oleh para pihak yang berperkara dan bukan
oleh hakim.™ Hakim hanya membantu para pencari keadilan dan
berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat
tercapainya peradilan cepat sederhana dan biaya ringan. Hakim
tidak boleh menjatuhkan putusan melebihi dari yang dituntut ( 178
ayat 2,3 HIR/189 ayat 2,3 RBg ).
c) Persidangan terbuka untuk umum

Ketentuan dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor
48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan: semua
sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum,
kecuali undang-undang menentukan lain. Tujuannya yaitu untuk
mencegah penjatuhan putusan-putusan berat sebelah atau semena-
mena, sidang-sidang harus berlangsung di muka umum. Akan
tetapi, ada beberapa perkara yang dilakukan pemeriksaanya secara
tertutup. Contohnya dalam perkara perceraian.

d) Mendengar kedua belah pihak

Asas ini tercermin dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang
Nomor 48 Tahun 2009, Pasal 145 dan 157 RBg, Pasal 121 dan 132
HIR. Pengadilan harus memperlukan kedua belah pihak sama,
memberi kesempatan yang sama kepada para pihak untuk memberi
pendapatnya dan tidak memihak. Pengadilan mengadili menurut

hukum dengan tidak membedakan orang. Pengadilan tidak boleh

5 Zainal Asikin, Hukum Acara Perdata Di Indonesia, (Jakarta: Prenamedia Group,
2016), him. 9
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menerima keterangan dari salah satu pihak sebagai benar, bila
pihak lawan tidak didengar atau tidak diberi kesempatan untuk
mengeluarkan pendapatnya.

Mendengar kedua belah pihak juga disebut “prinsip
kesetaraan” atau “audi et alterm parte”. Prinsip kedua belah pihak
berhak atas proses pemeriksaan di Pengadilan (audi et alterm
partem) bila prinsip tersebut tidak ditunjang oleh proses
pemeriksaan yang memadai, dapat menimbulkan keputusan yang
tidak fair. Dengan aturan yang mengatur hak kedua belah pihak
untuk didengar oleh Hakim, harus ada keseimbangan kepentingan
tergugat dan penggugat dan hak diadili tidak boleh dirusak dengan
fakta tergugat tidak dapat menghadap pengadilan.*®

Hal ini berarti bahwa hakim tidak boleh menerima
keterangan dari salah satu pihak saja sebagai keterangan yang
benar, bila pihak lawan tidak diberi kesempatan untuk didengar
keterangan atau pendapatnya. Hal ini juga bermakna bahwa
pengajuan alat bukti harus dilakukan di muka sidang yang dihadiri
oleh kedua belah pihak.

e) Putusan harus disertai alasan (Motivering plicht-voeldoende
gemotiveerd)

Semua putusan pengadilan harus memuat alasan-alasan

putusan yang dijadikan dasar untuk mengadili. Oleh karena alasan

® Lilik Muliyadi, Hukum Acara Perdata: Menurut Teori dan Praktik Peradilan
Indonesia, (Jakarta: Djambatan, 2005), Cet- 3, him. 21
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tersebut dimaksudkan sebagai pertanggungjawaban hakim dari
putusannya terhadap masyarakat, para pihak, pengadilan yang
lebih tinggi, ilmu hukum sehingga oleh karenanya mempunyai
nilai objektif. Kewajiban mencantumkan alasan-alasan ditentukan
dalam pasal 25 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004, pasal 618
RBg, Pasal 184 ayat (1) dan pasal 319 HIR, pasal 50 ayat (1)
Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009.*
f) Beracara dikenakan biaya

Dalam hal beracara dikenakan biaya ini diatur dalam pasal 2
ayat (4) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, pasal 145 ayat (4),
pasal 192-194 RBg, dan pasal 121 ayat (4), pasal 182-183 HIR.

Biaya perkara ini dipakai untuk biaya kepaniteraan, biaya
panggilan, biaya pemberitahuan, biaya materai, dan lain-lain biaya
yang memang diperlukan seperti misalnya biaya pemeriksaan
setempat.

g) Tidak ada keharusan mewakilkan dalam beracara

HIR tidak mewajibkan para pihak untuk mewakilkan
penyelesaian perkaranya kepada orang lain. Dengan demikian,
pemeriksaan di persidangan terjadi secara langsung terhadap pihak
yang langsung berkepentingan. Namun demikian, para pihak dapat
dibantu dan atau diwakili oleh kuasa hukumnya bila

dikehendakinya (Pasal 123 HIR, 147 RBg). Hakim akan dapat

" Endang Hadrian dan Lukman Hakim, Hukum Acara Perdata Di Indonesia:
Permasalahan Eksekusi dan Mediasi, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), him 9
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mengetahui lebih jelas persoalannya, bila pemeriksaan para pihak
dilakukan secara langsung. Para pihak yang berkepentinganlah
yang mengetahui seluk beluk peristiwa. HIR menentukan bahwa
para pihak dapat dibantu atau diwakili oleh kuasa hukum, namun
tidak ada ketentuan bahwa kuasa hukum tersebut harus seorang
ahli hukum atau sarjana hukum.
h) Peradilan secara sederhana, cepat dan biaya ringan
Undang-undang No 48 Tahun 2009 dalam pasal 9 ayat (4)
dan pasal 4 ayat (2) mensyaratkan adanya asas kepentingan dalam
Hukum Acara Perdata yaitu sederhana, cepat dan biaya ringan.
Sederhana adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan
dengan cara efesien dan efektif; biaya ringan adalah biaya perkara
yang dapat dijangkau oleh masyarakat, namun demikian asas
sederhana, cepat dan biaya ringan dalam pemeriksaan dan
penyelesaian perkara tidak mengesampingkan Kketelitian dan
kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan®,
Asas Nebis In Idem
1. Pengertian Nebis In Idem
Nebis in idem adalah suatu larangan pengajuan gugatan untuk yang
kedua kalinya dalam perkara yang sama baik mengenai subjeknya, objeknya

dan alasannya telah diputus oleh pengadilan yang sama™.

90

18 1hid.

1% Sarwono, Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), him.
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Dari pengertian yang penulis sebutkan di atas, jelaslah bahwa dalam
perkara yang sama baik mengenai objeknya maupun para pihak yang
bersengketa (subjeknya) serta alasan-alasan yang sama telah diputus oleh
pengadilan yang sama pula. Dalam hal yang demikian apabila gugatan
tersebut diajukan kembali untuk kedua kalinya, maka pengajuan gugatan
tersebut akan ditolak oleh pengadilan karena dalam suatu perkara yang sama
telah diputus oleh pengadilan tidak dipebolehkan diajukan gugatan lagi agar
diperiksa dan diputus untuk kedua kalinya.

Nebis in idem diatur dalam pasal 1917 BW, dinyatakan bahwa “suatu
putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas
daripada sekadar soalnya putusan”. Untuk dapat memajukan kekuatan itu,
perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama, bahwa tuntutan yang sah atas
alasan yang sama, lagi pula dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang
sama di dalam hubungan yang sama pula.’

Apabila putusan yang dijatuhkan pengadilan bersifat positif (menolak
untuk mengabulkan), kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan
hukum tetap, maka dalam putusan melekat nebis in idem. Oleh karena itu,
terhadap kasus dan pihak yang sama, tidak boleh diajukan untuk kedua
kalinya.?

Asas nebis in idem merupakan dasar hukum yang melarang seseorang

dituntut untuk kedua kalinya atas suatu perbuatan (peristiwa) yang baginya

2% 1bid., him. 91
2L M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan,
Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), him. 43
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telah diputus oleh hakim. Asas nebis in idem berarti tidak dua kali
mempersoalkan mengenai hal yang sama. Pada dasarnya, asas nebis in idem
merupakan asas umum yang berlaku dalam perkara perdata yang terkandung
dalam Pasal 1917 KUHperdata.
2. Unsur-unsur Nebis In Idem
Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam nebis in idem antara lain
sebagai berikut:
a) Objeknya Sama
Yang dimaksud dengan objeknya sama adalah bahwa
pengajuan permohonan gugatan oleh penggugat yang objeknya
sama telah diputus oleh pengadilan yang sama pula dan
keputusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau in
krach van gewijsde diajukan gugatan kembali ke pengadilan yang
sama untuk kedua kalinya.
b) Alasannya Sama
Yang dimaksud dengan alasannya sama adalah bahwa
gugatan yang diajukan oleh penggugat alasannya sama dengan
gugatan yang telah diputus oleh pengadilan dan telah
mempunyai kekuatan hukum yang tetap (pasti) diajukan

kembali untuk kedua kalinya®.

22 Op. cit. him. 92
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c) Subjeknya Sama
Yang dimaksud dengan subjeknya sama adalah gugatan
yang diajukan oleh penggugat yang orang-orang atau para
pihaknya sama, baik itu penggugat maupun tergugatnya telah
diputus oleh pengadilan dan keputusannya mempunyai
kekuatan hukum vyang tetap diajukan kembali dalam
permasalahan yang sama untuk kedua kalinya.
d) Pengadilannya Sama
Yang dimaksud dengan pengadilan yang sama adalah
bahwa dalam perkara yang diajukan oleh penggugat telah
diputus oleh pengadilan yang sama dan mempunyai keuatan
hulum yang tetapi, tetapi oleh penggugat diajukan kembali
untuk kedua kalinya.?®
C. Putusan Hakim
1. Pengertian Hakim
Hakim berasal dari kata oS \s — oSy — 2Sa : sama artinya dengan gadhi
yang berasal dari kata o= & — =& — a8 artinya memutus. Sedangkan
menurut bahasa adalah orang yang bijaksana atau orang yang memutuskan
perkara dan menetapkannya. Adapun pengertian menurut syara’, hakim yaitu
orang yang diangkat oleh kepala Negara untuk menjadi hakim dalam
menyelesaikan gugatan, perselisihan-perselisihan dalam bidang hukum

perdata oleh karena penguasa sendiri tidak dapat menyelesaikan tugas

2% sarwono, Op.Cit, him. 92
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peradilan®*. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW telah mengangkat gadhi
untuk bertugas menyelesaikan sengketa di antara manusia di tempat-tempat
yang jauh, sebagaimana ia telah melimpahkan wewenang ini pada
sahabatnya. Hakim sendiri adalah pejabat peradilan Negara yang diberi
wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.

Sedangkan menurut Undang-undang Republik Indonesia nomor 48
Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa yang dimaksud dengan
hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan peradilan
yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan
peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata
usaha negara, dan hakim pada peradilan khusus yang beradalam dalam
lingkungan peradilan tersebut.?

Sedangkan pengertian hakim (gadhi) menurut Syaikh Prof. Dr. Ali
Jum’ah (Mufti Agung Mesir Periode 2003-2013), beliau mengatakan bahwa:
agar mengetahui hukum Allah, kemudian mengetahui realita, kemudian
mengethui bagaimana mengaitkan antara keduanya. Lalu ia mengeluarkan
fatwa, dengan  memperhatikan  tujuan-tujuan  syariat,  dengan
mempertimbangkan kemaslahatan manusia, dengan mempertimbangkan
ijmak umat, dengan memperhatian aturan-aturan bahasa Arab dan

memperhatikan akibat fatwa. Pengadilan itu mengubah realita. Oleh

% Muhammad Salam Madkur, Peradilan Dalam Islam, (Surabaya: PT. Bima limu, 1993),
him. 29
% Undang-undang RI No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
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karenanya ulama mengatakan “keputusan hakim berlaku secara lahir
(menurut manusia) dan batin (menurut Allah)”.

Unsur-unsur dalam kehakiman: hakim (gadhi), hukum, mahkum bih,
mahkum ‘alaih, dan mahkum lahu. Syarat-syarat hakim: laki-laki merdeka,
berakal, beragama Islam, adil, mengetahui segala pokok hukum dan
cabangnya, serta dapat mendengar, melihat dan tidak bisu.

Berkaitan langsung dengan persoalan hakim, maka dapat dipahami
bahwa dalam persoalan yang diperselisihkan, sehingga dapat mengambil
keputusan yang tepat, menjalani tugasnya dengan baik dan sempurna.
Seorang hakim adalah orang yang dapat menjadi penengah  dan
menyelesaikan persoalan terhadap dua orang yang berperkara yang tidak
hanya mengambil sebuah keputusan, akan tetapi juga berusaha meleraikan
dan mendamaikan dua orang yang berperkara.

Hakim mempunyai tugas luhur menegakkan hukum dan keadilan, atas
dasar kebenaran dan kejujuran yang bertanggungjawab kepada Tuhan dan
orang-orang yang mencari keadilan. Hakim harus memiliki sifat dan sikap
yang dapat menjamin terlaksanakannya penegakkan keadilan tersebut dengan
sebaik-baiknya?.

Penegakan keadilan secara adil dan merata tanpa pilih bulu adalah
menjadi keharusan utama dalam bidang peradilan, walaupun berkaitan
dengan diri sendiri, keluarga dekat, atau orang-orang yang memiliki pengaruh

atau kekuasaan, sebagaimana dikemukakan dalam surat An-Nisa’ ayat 135:

% Wildan Suyuti Mustofa, Kode Etik Hakim, (Jakarta: Kencana, 2013), him. 115
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Artinya: wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak
keadilan, menjadi saksi karena Allah walaupun terhadap dirimu sendiri atau
Ibu Bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun
miskin maka Allah lebih tahu kemaslahatannya (kebaikannya). Maka
janganlah kamu mengikuti bahwa nafsu karena ingin menyimpang dari
kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikan (kata-kata) atau enggan menjadi
saksi, maka ketahuilah Allah meneliti terhadap segala apa yang kamu
kerjakan™ (Q.S An-Nisa’: 135)%".

Adil mengandung pengertian meletakkan sesuatu pada tempatnya,
untuk menegakkan hukum dan keadilan itulah dibebankan pada pundak
hakim sebagai konsekuensi dari negara hukum.

Keadilan hukum dalam Islam tidak menyamakan hukuman di antara
orang kuat dan orang lemah, tetapi tidak memilii persepsi lain yang belum
pernah ada sebelumnnya, dan tidak dapat disamakan dengan sistem hukum
manapun sekarang ini.

2. Putusan Hakim

Sesuai dengan ketentuan Pasal 178 HIR, Pasal 189 RBg, apabila
pemeriksaan perkara selesai, Majelis Hakim karena jabatannya melakukan
musyawarah untuk mengambil putusan yang akan dijatuhkan. Proses
pemeriksaan dianggap selesai, apabila telah menempuh tahap jawaban dari

tergugat sesuai dengan Pasal 121 HIR, Pasal 113 Rv, yang dibarengi dengan

replik dari penggugat berdasarkan Pasal 115 Rv, maupun duplik dari tergugat,

2T Yayasan Penyelenggara Penerjemah al-Qur’an Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan

Terjemahhannya, (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2010), him. 100
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dan dilanjutkan dengan proses tahap pembuktian dan konklusi. Jika semua
tahap ini telah tuntas diselesaikan, Majelis menyatakan pemeriksaan ditutup
dengan proses selanjutnya adalah menjatuhkan atau pengucapan putusan.
Mendahului pengucapan putusan itulah tahap musyawarah bagi Majelis untuk
menentukan putusan apa yang hendak dijatuhkan kepada pihak yang
berperkara.?

Yang dimaksud dengan putusan hakim adalah putusan akhir dari suatu
pemeriksaan persidangan di pengadilan dalam suatu perkara. Putusan akhir
dalam suatu sengketa yang diputuskan oleh hakim yang memeriksa dalam
persidangan umumnya mengandung sanksi berupa hukuman terhadap pihak
yang dikalahkan dalam suatu persidangan di pengadilan. Sanksi hukum ini
baik dalam hukum acara perdata maupun hukum acara pidana
pelaksanaannya dapat dipaksakan kepada para pelanggar hak tanpa pandang
bulu, hanya saja bedanya dalam hukum acara perdata hukumannya berupa
pemenuhan prestasi dan atau pemberian ganti rugi kepada pihak yang telah
dirugikan atau yang dimenangkan dalam persidangan pengadilan dalam suatu
sengketa, sedangkan dalam hukum acara pidana umumnya hukumannya
penjara atau denda.

Sudikno Mertokusumo merumuskan bahwa putusan hakim adalah
suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang itu,
diucapkan di persidangan, dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan

suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Rubini dan Chaidir Ali

%8 M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan,
Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), Edisi Kedua, him. 888
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merumuskan bahwa putusan hakim itu merupakan suatu akta penutup dari
suatu proses perkara dan putusan hakim itu disebut vonis yang menurut
kesimpulan-kesimpulan terakhir mengenai hukum dari hakim serta memuat
pula akibat-akibatnya.
3. Asas Putusan Hakim
Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 178 HIR, Pasal 189 RBg, dan
pasal 19 Tahun 2004 (dulu dalam Pasal 18 UU No. 14 Tahun 1970 tentang
Kekuasaan Kehakiman) maka putusan harus memenuhi beberapa asas, yaitu:
a)  Memuat dasar alasan yang jelas dan rinci
Menurut asas ini putusan yang dijatuhkan harus berdasarkan
pertimbangan yang jelas dan cukup. Putusan yang tidak memenuhi
ketentuan itu dikategorikan putusan yang tidak cukup pertimbangan
atau onvoldoende gemotiveerd (insufficient judgement). Alasan-
alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan bertitik tolak dari
ketentuan:
o Pasal-pasal tertentu peraturan perundang-undangan,
. Hukum kebiasaan,
o Yurisprudensi, atau
e Doktrin hukum®
b) Wajib mengadili seluruh jenis bagian gugatan
Asas kedua, digariskan dalam Pasal 178 ayat (2) HIR, Pasal

189 ayat (2) RBg, dan Pasal 50 Rv. Putusan harus secara total dan

2 1bid., him 889
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menyelurun memeriksa dan mengadili setiap segi gugtan yang
diajukan. Tidak boleh hanya memeriksa dan memutus sebagian saja,
dan mengabaikan gugatan selebihnya. Cara mengadili yang
demikian bertentangan dengan asas yang digariskan undang-undang.

Begitu juga halnya putusan yang hanya mempertimbangkan
dan memutus gugatan konvensi, padahal tergugat mengajukan
rekonvensi. Cara mengadili yang demikian bertentangan dengan asas
yang digariskan Pasal 178 ayat (3), karena tindakan yang demikian
memeriksa gugatan tidak menyeluruh tetapi hanya sebagian saja.
Putusan yang tidak memeriksa dan memutuskan gugatan rekonvensi,
berarti pengadilan telah mengabaikan dan tidak melaksanakan
ketentuan Pasal 132 b HIR, oleh karena itu putusan tersebut harus
dibatalkan®.

c) Tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan

Asas lain, digariskan pada Pasal 178 ayat (3), Pasal 189 ayat
(3) RBg, dan Pasal 50 Rv. Putusan tidak boleh mengabulkan
melebihi tuntutan yang dikemukan dalam gugatan. Larangan ini
disebut ultra petitum partium. Hakim yang mengabulkan melebihi
posita maupun petitum gugatm dianggap telah melampaui batas
wewenang atau ultra vires ultra vires yakni bertindak melampaui
wewenangnya (beyond the powers of his authority). Apabila putusan

mengandung ultra petitum, harus dinyatakan cacat (invalid)

% 1bid., him. 892
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meskipun hal itu dilakukan hakim dengan itikad baik (good faith)
maupun sesuai dengan kepentingan umum (public interest).
Mengadili dengan cara mengabulkan melebihi dari apa yang digugat,
dapat dipersamakan dengan tindakan yang tidak sah (ilegal)
meskipun dilakukan dengan itikad baik. Oleh karena itu, hakim yang
melanggar prinsip ultra petitum, sama dengan pelanggaran terhadap
prinsip rule of law.
d) Diucapkan di muka umum
Persidangan atau putusan diucapkan dalam sidang pengadilan
yang terbuka untuk umum atau di muka umum, merupakan salah
satu bagian yang tidak terpisahkan dari asas fair trial. Menurut asas
fair trial, pemeriksaan persidangan harus berdasarkan proses yang
jujur sejak awal sampai akhir. Dengan demikian, prinsip peradilan
terbuka untuk umum mulai dari awal pemeriksaaan sampai putusan
dijatuhkan, merupakan bagian dari asas fair trial.*
4. Jenis-jenis Putusan Hakim
a) Dari Aspek Kehadiran Para Pihak
1. Putusan Gugatan Gugur
Bentuk putusan ini diatur dalam Pasal 124 HIR dan

Pasal 77 Rv. Jika penggugat tidak datang pada hari sidang

yang ditentukan, atau tidak menyuruh wakilnya untuk

3 1bid., him. 894
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menghadiri padahal telah dipanggil dengan patut, dalam
kasus yang seperti itu:
e Hakim dapat dan berwenang menjatuhkan putusan
menggugurkan gugatan penggugat;
e Berbarengan dengan itu, penggugat dihukum
membayar biaya perkara.
Akibat hukum yang timbul dari putusan tersebut,
dijelaskan dalam Pasal 77 Rv:
1) Pihak tergugat, dibebaskan dari perkara dimaksud,
2) Terhadap putusan pengguguran gugatan tidak dapat
diajukan perlawanan atau verzet,
3) Penggugat dapat mengajukan gugatan baru®.
2. Putusan Verstek
Mengenai bentuk putusan ini diatur dalam Pasal 125
ayat (1) HIR, dan Pasal 78 Rv. Pasal ini memberi wewenang
kepada hakim menjatuhkan putusan verstek:
e Apabila pada sidang pertama pihak tergugat tidak
datang menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah,
e Padahal sudah dipanggil oleh juru sita secara patut,

kepadanya dapat dijatuhkan putusan verstek.*®

32 Ibid., him. 972
3 bid.
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3. Putusan Contradictoir

Bentuk putusan ini dikaitkan atau ditinjau dari segi

kehadiran para pihak pada saat putusan diucapkan. Ditinjau

dari segi ini, terdapat dua jenis putusan kontradiktor:

1)  Pada saat putusan diucapkan para pihak hadir
Yang menentukan apakah putusan itu berbentuk
kontadiktor adalah faktor kehadiran para pihak pada saat
putusan diucapkan hakim.
2)  Pada saat putusan diucapkan salah satu pihak tidak
hadir

Pada saat diucapkan, pihak tergugat atau penggugat
tidak hadir dalam persidangan, ketidakhadiran itu tidak
merubah putusan dari bentuk kontradiktor menjadi

verstek.3

b)  Putusan Ditinjau Dari Sifatnya

1. Putusan Declaratoir

Putusan deklarator adalah yang berisi pernyataan atau

penegasan tentang suatu keadaan atau kedudukan hukum

semata-mata. Misalnya putusan yang menyatakan ikatan

perkawinan yang sah, perjanjian jual beli sah, hak kepemilikan

atas benda yang disengketakan sah atau tidak sah sebagai milik

penggugat.

% 1bid, him. 973
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Putusan yang bersidat deklarator adalah pernyataan
hakim yang tertuang dalam putusan yang dijatuhkannya.
Pernyataan itu merupakan penjelasan atau penetapan tentang
sesuatu hak atau titel maupun status.

2. Putusan Constitutief

Putusan konstitutif adalah putusan yang memastikan
suatu keadaan hukum, baik yang bersifat meniadakan suatu
keadaan hukum maupun yang menimbulkan keadaan hukum
yang baru. Misalnya putusan perceraian, merupakan putusan
yang meniadakan keadaan hukum yakni tidak ada lagi ikatan
hukum antara suami dan istri sehingga putusan itu
meniadakan hubungan perkawinan yang ada, dan
berbarengan dengan itu timbul keadaan hukum baru kepada
suami-istri sebagai janda dan duda®.

3. Putusan Condemnatoir

Putusan kondemnator adalah putusan yang memuat
amar menghukum salah satu pihak yang berperkara. Putusan
kondemnator adalah putusan yang bersifat menghukum pihak
yang dikalahkan dalam persidangan untuk memenuhi
prestasi. Pada umumnya putusan kondemnator itu terjadi
disebabkan oleh karena dalam hubungan perikatan antara

penggugat dan tergugat yang bersumber pada perjanjian atau

% 1bid., him. 975
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undang-undang telah terjadi wanprestasi dan perkaranya
diselesaikan di pengadilan. Dalam putusan ini mempunyai
kekuatan mengikat terhadap salah satu pihak yang dikalahkan
dalam persidangan untuk memenuhi prestasinya sesuai
dengan perjanjian yang telah mereka sepakati bersama.®

Putusan yang bersifat kondemnator merupakan bagian
yang tidak terpisah dari amar deklaratif atau konstitutif,
karena amar kondemnator tidak dapat berdiri sendiri tanpa
didahului amar deklaratif yang menyatakan bagaimana
hubungan hukum di antara para pihak. Sebaliknya amar yang
bersifat deklaratif dapat berdiri sendiri tanpa amar putusan
kondemnator.

Contohnya, sengketa harta waris di antara para ahli
waris. Amar kondemnator yang menghukum tergugat
menyerahkan dan melakukan pembagian harta warisan, harus
didahului amar deklarator yang menyatakan penggugat dan
tergugat adalah ahli waris, dan objek terperkara adalah harta
warisan pewaris serta penguasaan tergugat atasnya tanpa hak.
Tanpa didahului amar deklarator yang seperti itu, hakim tidak
mungkin menjatuhkan amar kondemnator menghukum

tergugat menyerahkan harta tersebut untuk selanjutnya

212

% sarwono, Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), him.
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menghukum mereka melakukan pembagian harta warisan
dimaksud.*’
¢) Putusan Dari Segi Saat Penjatuhannya
1. Putusan Sela
Disebut juga putusan sementara (temporary award,
interim award). Ada juga yang menyebutnya dengan
incidenteel vonnis atau putusan insidentil. Bahkan disebut
juga tussen vonnis yang diartikan putusan antara.
Mengenai putusan sela diatur di dalam Pasal 185 ayat

(1) HIR dan Pasal 48 Rv. Menurut pasal-pasal ini, hakim
dapat mengambil atau menjatuhkan putusan yang bukan
putusan akhir (eind vonnis), yang dijatuhkan pada saat proses
pemeriksaan berlangsung. Namun putusan ini tidak berdiri
sendiri, tetapi merupakan satu kesatuan dengan putusan akhir
mengenai pokok perkara®.

a) Putusan Preparatoir yaitu putusan persiapan mengenai
jalannya pemeriksaan untuk melancarkan segala sesuatu
guna mengadakan putusan akhir. Sebagai cotoh, putusan
untuk menolak pengunuran pemeriksaan saksi®,

b) Putusan Interlocutoir, vyaitu putusan yang isinya

memerintahkan pembuktian. Sebagai contoh, putusan

%" M. Yahya Harahap, Op Cit, him. 976

¥ Moh. Taufik Makarao, Pokok-pokok Hukum Acara Perdata, (Jakarta: PT Rineka Cipta,
2009), him. 129

* Ibid.
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untuk memeriksa saksi atau pemeriksaan setempat.
Karena putusan ini menyangkut masalah pembuktian,
maka putusan interclocutoir akan mempengaruhi putusan
akhir,

c) Putusan Incidentiel, adalah putusan yang berhubungan
dengan insiden yaitu peristiwa yang menghentikan
prosedur peradilan biasa. Contoh, putusan yang
membolehkan pihak ketiga serta dalam suatu perkara.

d) Putusan Provisi, yaitu putusan yang menjawab tuntutan
provisi yaitu pemintaan pihak yang berperkara agar
diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah
satu pihak sebelum putusan akhir dijatuhkan. Sebagai
contoh, dalam perceraian sebelum pokok perkara
diputuskan istri diminta dibebaskan dari kewajiban untuk
tinggal bersama dengan suaminya.*

2. Putusan Akhir
Dalam hukum acara perdata, putusan akhir dalam suatu

perkara dan atau sengekta umumnya berupa*":

0 Moh. Taufik Makarao, Pokok-pokok Hukum Acara Perdata, (Jakarta: PT Rineka Cipta,
2009), him. 130

I sarwono, Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), him
223
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Gugatan Dikabulkan

Setelah melalui proses pemeriksaan dan ternyata
bukti-bukti yang diajukan oleh peggugat terbukti
kebenarannya (autentik) dan tidak disangkal oleh pihak
tergugat, maka gugatan yang terbukti seluruhnya akan
dikabulkan seluruhnya. Namun bilamana gugatanhanya
terbukti sebagian, maka gugatan yang dikabulkan oleh
hakim hanya sebagian. Jadi dalam surat permohonan
gugatan dalam praktiknya hakim mengambil keputusan
yang asasnya tetap mempertimbangkan kebenaran dari
bukti-bukti yang telah diajukan oleh para pihak yang
sedang bersengketa*.
Gugatan Ditolak

Maksud dari pada gugatan ditolak disebabkan oleh
karena bukti-bukti yang diajukan ke pengadilan oleh
penggugat tidak dapat dibuktikan kebenarannya
(keautentikannya) di dalam persidangan dan gugatannya
melawan hak atau tidak beralasan, maka gugatan akan
ditolak dan atau akan dinyatakan tidak dikabulkan.
Gugatan Tidak Dapat Diterima

Suatu gugatan yang diajukan oleh penggugat ke

pengadilan dapat dinyatakan “tidak dapat diterima”

2 1hid.
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(NO:Niet Onvan Kelijk Verklaart) oleh pengadilan
dengan alasan bahwa:

1) Gugatannya tidak beralasan

2) Gugatannya melawan hak

3) Gugatannya diajukan oleh orang yang tidak

berhak.
Tidak Berwenang Mengadili
Maksud dari pada tidak berwenang mengadili
adalah bahwa dalam suatu gugatan yang diajukan oleh
penggugat, pengadilan tidak berwenang mengadili suatu
perkara baik berdasarkan kompetensi relatif maupun
kompetensi absolut.*

Apabila dalam praktik permohonan pengajuan
gugatan yang diajukan oleh penggugat ke pengadilan
tingkat pertama yang dituju menyatakan tidak
berwenang mengadili suatu perkara, maka gugatannya
akan dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak
berwenang untuk mengadili suatu perkara baik
berdasarkan kompetensi absolut dan atau kompentensi

relatif.

“ Ibid., him 224
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5.Bentuk dan Isi Putusan Hakim

Bila diperhatikan secara keseluruhan suatu putusan, mulai dari

halaman pertama sampai halaman terakhir, bentuk dan isi putusan

Pengadilan Agama secara singkat adalah sebagai berikut:

a.

b.

Bagian kepala putusan
Nama Pengadilan Agama yang memutus dan jenis perkara
Identitas pihak-pihak
Duduk perkaranya (bagian posita)
Tentang pertimbangan hakim
Dasar hukum
Diktum atau amar putusan
Bagian kaki putusan
Tanda tangan hakim dan panitera serta perincian biaya**.
Bagian Kepala Putusan
Bagian ini memuat kata PUTUSAN atau kata salinan, adalah
SALINAN PUTUSAN. Baris di bawah dari kata itu adalah Nomor
Putusan, yaitu nomor urut pendaftaran perkara. Baris selanjutnya
adalah  tulisan  huruf  besar semua yang  berbunyi
“BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM”  diitkuti di  bawahnya

dengan “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN

* Roihan A. Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama, (Jakarta: Rajawali, 1992), him. 200
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YANG MAHA ESA” (Pasal 57 ayat (2) UU Nomor 7 Tahun
1989)*%.
Nama Pengadilan Agama yang Memutus dan Jenis Perkara

Dicantumkan pada baris selanjutnya nama Pengadilan Agama
yang memutus dansekaligus disertai menyebutkan jenis perkara.
Identitas Pihak-pihak

Penyebutan identitas pihak, dimulai dari identitas penggugat,
lalu identitas tergugat. Pemisah keduanya ialah dengan tulisan
dalam baris yang berbunyi “melawan/berlawanan dengan”.

Duduk Perkaranya (Bagian Posita)

Pada bagian ini dikutip dari gugatan penggugat, jawaban
tergugat, keterangan saksi dan hasil dari Berita Acara Sidang
selengkapnya tetapi singkat, jelas dan tepat serta kronologis. Juga
dicantumkan alat-alat bukti lainya yang diajukan oleh pihak-pihak.
Tentang Pertimbangan Hukum dan Dasar Hukum

Bagian ini terdiri dari alasan memutus (pertimbangan) yang
biasanya dimulai dengan kata ‘“menimbang” dan dari dasar
memutus yang biasanya dimulai dengan kata “mengingat”46.
Diktum atau Amar Putusan

Bagian ini didahului oleh kata “mengadili” yang diletakkan

di tengah-tengah, dalam baris tersendiri, semua dengan huruf besar.

* Ibid.

“8 1bid., him 204
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Amar putusan untuk diktum pertama dan terakhir selalu
sama. Diktum pertama ialah tentang formal perkara apakah
diterima oleh Pengadilan atau tidak yaitu dilihat dari segi syarat-
syarat formal pengajuan perkara. Diktum terakhir selalu tentang
menghukum pihak yang kalah untuk membayar biaya perkara,
kecuali perkara dibidang perkawinan selalu dibebankan kepada
penggugat atau pemohon. Diktum di tengah-tengah, diantara
diktum pertama dan diktum terakhir, itulah putusan tentang pokok
perkara.

Bagian Kaki Putusan

Bagian kaki putusan yang dimaksud ialah dimulai dari kata-
kata “Demikianlah Putusan Pengadilan Agama..”.

Tanda Tangan Hakim dan Panitera dan Perincian Biaya

Pada asli Putusan, semua hakim dan panitera sidang harus
bertanda tangan tetapi pada Salinan Putusan, hakim dan panitera
hanya “ttd” (tertanda) atau “tdo” (ditandatangani oleh), lalu di
bawahnya dilegalisir (ditandatangani oleh pejabat yang berwenang
pada Pengadilan itu dan dibubuhi stempel).

Menurut Pasal 90 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989, rincian
biaya tersebut meliputi:

1. Biaya kepaniteraan dan materai;
2. Biaya untuk para saksi, saksi ahli, penerjemah, dan

pengambil sumpah;
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3. Biaya pemeriksaan setempat dan tindakan-tindakan
lain yang diperlukan;
4. Biaya pemanggilan, pemberitahuan, dan lain-lain atas

perintah Pengadilan.”’
6. Kekuatan Putusan Hakim

HIR/RBg sama sekali tidak memuat ketentuan tentang kekuatan
putusan hakim, kecuali dalam pasal 180 HIR/191 RBg hanya
menyebutkan adanya suatu putusan telah mempunyai kekuatan hukum
tetap. Pasal 1917 dan 1918 KUHperdata juga menyebutkan kekuatan
suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak.juga dalam
pasal 21 UU No. 14 Tahun 1970 ada yang disebutkan putusan pengadilan
yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

Putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap
adalah putusan yang menurut ketentuan undang-undang, tidak ada
kesempatan lagi untuk menggunakan upaya hukum biasa melawan
putusan itu. Sedangkan putusan yang belum mempunyai kekuatan hukum
yang tetap adalah putusan yang menurut ketentuan perundang-undangan
masih terbuka kesempatan untuk menggunakan upaya hukum melawan
putusan itu misalnya perlawanan (verzet), banding dan kasasi.

Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dalam

perkara perdata mempunyai 3 (tiga) macam kekuatan yaitu:

*" Roihan A. Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama, (Jakarta: Rajawali, 1992), him. 206
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Kekuatan pembuktian mengikat. Putusan hakim itu sebagai
dokumen yang merupakan suatu akta otentik menurut
pengertian undang-undang, sehingga tidak hanya mempunyai
kekuatan pembuktian mengikat antara para pihak yang
berperkara, tetapi pembuktian bahwa telah ada suatu perkara
antara pihak-pihak yang disebutkan dalam putusan itu.
Kekuatan eksekutorial, yaitu kekuatannya untuk dapat
dipaksakan dengan bantuan aparat keamanan terhadap pihak
yang tidak menaatinya dengan sekurela.

Kekuatan mengajukan eksepsi (tangkisan), yaitu kekuatan
untuk menangkis suatu gugatan baru mengenai hal yang sudah
pernah diputus atau mengenai hal-hal yang sama, berdasarkan
asas nebis in idem (tidak boleh dijatuhkan putusan lagi dalam

perkara yang sama).*®

D. Tinjauan Terdahulu

Dalam tinjauan terdahulu ini diharapkan peneliti dapat melihat

perbedaan penelitian yang telah dilakukan dengan penelitian yang dilakukan.

Selain itu, juga diharapkan dalam penelitian ini dapat diperhatikan mengenai

kekurangan dan kelebihan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang

dilakukan.

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Dewi Fitriana mahasiswi Akhwalus

Syakhsiyah TAIN Sunan Ampel dengan judul: “Analisis Hukum Acara

*8 Moh. Taufik Makarao, Pokok-pokok Hukum Acara Perdata, (Jakarta: PT Rineka Cipta,

2009), him. 131-132



45

Peradilan Agama Terhadap Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo No:
0217/Pdt.G/2010/PA.Sda Tentang Putusan NO (Niet Ontvankelijke Verklaad)
Dalam Perkara Sengketa Pembagian Harta Waris Hasil Penjualan Rumah™.
Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam memutuskan perkara
pembagian waris No. 0127/Pdt.G/2010/PA. Sda, majelis hakim memutuskan
NO (Niet Ontvankelijke Verklaard) dikarenakan para penggugat tidak bisa
membuktikan dalil gugatannya. Selain itu dalam memutuskan NO (Niet
Ontvankelijke Verklaard) majelis hakim juga menempuh tahapan replik
duplik serta pembuktian dengan saksi yang kembali kepada pokok perkara.
Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan, pertama tentang
pertimbangan  hukum  hakim dalam  memutuskan perkara  No.
0127/Pdt.G/2010/PA.Sda adalah bahwa hakim menjatuhkan putusan NO
(Niet Ontvankelijke Verklaard) karena dalil eksepsi tergugat yang
menyatakan para penggugat tidak mempunyai kualitas sebagai penggugat
(diskualifikasi eksepsi) telah terbukti. Adapun dasar hukum hakim yang
digunakan adalah Pasal 181 ayat 1 HIR dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor
7 Tahun 1989. Kedua, menurut pandangan penulis dalam analisis Hukum
Acara Peradilan Agama putusan NO (Niet Ontvankelijke Verklaard) pada
perkara No. 0127/Pdt.G/2010/PA.Sda yang dijatuhkan oleh majelis hakim
karena penggugat tidak bisa membuktikan dalil gugatan tidaklah sesuai.
Seharusnya hakim menjatuhkan putusan ditolak karena dalil gugatan tersebut
tidak terbukti. Mengenai tahapan replik duplik serta pembuktian saksi-saksi

yang kembali pada pokok perkara dalam putusan NO (Niet Ontvankelijke
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Verklaard) tidak diperlukan, karena proses pemeriksaan yang berbelit-belit
tidak sesuai dengan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan.*°
Kedua, skripsi yang telah ditulis oleh Miftahudin Azmi mahasiswa
Ahwalus Syakhsiyah IAIN Sunan Ampel dengan judul: "Studi Analisis
Hukum Acara Peradilan Agama dan Hukum Islam Terhadap Putusan
Pengadilan Agama Surabaya Nomor: 2451/Pdt.G/2007/PA.Sby Tentang
Gugatan Nebis In Idem dalam Perkara Hadanah". Hasil penelitian ini
menyimpulkan bahwa majelis hakim Pengadilan Agama Surabaya
menggunakan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.l. Nomor: 1762
K/Pdt/1994 sebagai dasar pertimbangan hukum dalam memutus perkara
hadanah ini. Dalam yurisprudensi tersebut dijelaskan, seorang ibu yang telah
diputuskan sebagai pemegang hak hadanah anak telah tega menukarkan
anaknya dengan harta, maka ia tidak dapat dikualifikasikan sebagai ibu yang
baik dan hak hadanah tersebut harus dicabut dari ibu. Ini artinya, bahwa
Yurisprudensi tersebut memperbolehkan seseorang mengajukan gugatan
hadanah atas putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Pengajuan
gugatan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam bahasa
hukumnya disebut dengan istilah gugatan nebis in idem. Pengajuan gugatan
nebis in idem dapat ditolak oleh pengadilan guna menjaga wibawa instansi

peradilan dan memberikan rasa aman kapada tergugat dari ancaman gugatan

* Dewi Fitriana, Analisis Hukum Acara Peradilan Agama Terhadap Putusan Pengadilan
Agama Sidoarjo No: 0217/Pdt.G/2010/PA.Sda Tentang Putusan NO (Niet Ontvankelijke
Verklaad) Dalam Perkara Sengketa Pembagian Harta Waris Hasil Penjualan Rumah. Skripsi;
IAIN Sunan Ampel, 2012, him. 86-87
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yang serupa. Akan tetapi, Hukum Acara Peradilan Agama menerapkan asas
lex spesialis derogat lex generalis, dengan demikian gugatan nebis in idem
dalam perkara hadanah dapat diterima oleh pengadilan asalkan dilengkapi
dengan bukti-bukti yang kuat. Demikian juga dalam Hukum Islam,
penyelesaian sengketa hadanah harus berdasarkan pada kepentingan dan
kemaslahatan anak, bukan kepada siapa yang lebih berhak dalam mengasuh

anak.>°

%0 Miftahudin Azmi, Studi Analisis Hukum Acara Peradilan Agama dan Hukum Islam
Terhadap Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor: 2451/Pdt.G/2007/PA.Sby Tentang
Gugatan Nebis In Idem dalam Perkara Hadanah. Skripsi: IAIN Sunan Ampel, 2009, him. 84-85



BAB Il
METODE PENELITIAN DAN GAMBARAN UMUM PENGADILAN
AGAMA SELATPANJANG
A. Metode Penelitian
Metode penelitian adalah suatu cara atau sistem untuk mengerjakan
sesuatu secara sistematika dan metodologi adalah ilmu pengetahuan yang
mempelajari proses berfikir, analisis berfikir serta mengambil kesimpulan
yang tepat dalam suatu penelitian.>
1) Jenis Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research),
yakni suatu kajian yang menggunakan literatur kepustakaan dengan cara
mempelajari  dokumen-dokumen, buku-buku, jurnal maupun literatur-
literatur lainnya yang ada kaitannya dengan ruang lingkup pembahasan.>
Penelitian ini bersifat hukum normatif, yaitu analisis terhadap suatu
putusan pengadilan atau yurisprudensi.
2) Objek Penelitian
Objek penelitian adalah putusan Pengadilan Agama Selatpanjang

Nomor: 10/Pdt.G/2012/Pa.Slp jo. Nomor: 181/Pdt.G/2020/PA.SIp.

> Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: Raja
Grafindo, 2001), cet. Ke-5, him. 3

°2 Bambang Sugiono, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,
2009), him 185

48



49

3) Sumber Data
Sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah sumber data
sekunder yang terdiri dari:
a. Bahan hukum primer
Bahan hukum primer dalam kajian ini adalah salinan putusan
Pengadilan Agama Selatpanjang Nomor: 10/Pdt.G/2012/Pa.Slp jo.
Nomor: 181/Pdt.G/2020/PA.SIp. Kitab Undang-undang Hukum
Perdata (KUHPerdata), Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3
Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama, Undang-undang Nomor 50
Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
b. Bahan hukum sekunder
Adapun bahan hukum sekunder pada penelitian ini adalah
seperti buku-buku, atau pendapat pakar hukum. Di antaranya: Buku
tentang Hukum Acara Perdata, Buku tentang Penerapan Hukum Acara
Perdata di Lingkungan Pengadilan Agama. Serta semua bahan yang
berkaitan dengan pembahasan yang akan diteliti.
c. Bahan tersier
Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan
bahan hukum primer dan sekunder, seperti: Kamus, Ensiklopedia dan

lain sebagainya.
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4) Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini
adalah melalui:

a. Wawancara yaitu teknik pengumpulan data dan informasi yang
dilakukan melalui komunikasi langsung dengan percakapan atau tanya
jawab untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak
diperoleh lewat pengamatan. Wawancara tersebut dilakukan dengan
hakim dan panitera di Pengadilan Agama Selatpanjang.

b. Dokumentasi, yaitu penggalian data yang dilakukan melalui berkas-
berkas yang ada untuk mengumpulkan data-data yang berkaitan
dengan deskripsi penyelesaian gugatan yang terdapat unsur nebis in
idem dalam perkara perdata waris.

5) Teknik Analisa Data
Setelah data terkumpul, maka selanjutnya adalah menganalisa data
tersebut. Dalam menganalisa data, penulis mengunakan metode Conten

Analisis, merupakan metode yang digunakan untuk mengidentifikasi,

mempelajari dan kemudian melakukan analisis terhadap apa yang

diselidiki®*.
Proses analisis dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia
dari berbagai sumber, yaitu dokumentasi, wawancara, dan data-data yang

diperoleh dari pustaka. Kemudian data-data yang diperoleh dirangkum

% Noeng Muhaadjar, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: Rake Sarasin,
1991), him. 49
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dengan memilih hal-hal pokok serta disusun lebih sistematis sehingga
menjadi data-data yang benar terkait dengan pokok pembahasan.
6) Teknik Penulisan
Untuk mengolah data dan menganalisa data yang telah terkumpul,
maka penulis menggunakan teknik sebagai berikut:

a. Deskriptif adalah suatu uraian penulisan yang menggambarkan secara
utuh dan apa adanya tanpa mengurangi dan menambahnya sekalipun
sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

b. Deduktif adalah mengungkapkan data umum yang berhubungan
dengan masalah yang diteliti kemudian diadakan analisa sehingga
dapat ditentukan kesimpulan.

c. Induktif adalah mengungkapkan data-data yang berhubungan dengan
masalah yang diteliti dengan menggunakan kaidah-kaidah khusus
kemudian di analisis dandiambil kesimpulannya yang bersifat umum.

B. Gambaran Umum Pengadilan Agama Selatpanjang
1. Sejarah Pengadilan Agama Selatpanjang
Peradilan Agama merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman
bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara
tertentu yang diatur dalam undang-undang. Kekuasaan kehakiman
dilingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama
(Pengadilan Tingkat Pertama) dan Pengadilan Tinggi Agama (Pengadilan
Tingkat Banding), dan Puncak dari kekuasaan Kehakiman dilingkungan

Pengadilan Agama berada pada Mahkamah Agung Republik Indonesia.
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Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus
dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang
yang beragama Islam di bidang : 1. Perkawinan, 2. Waris, 3. Wasiat, 4.
Hibah, 5. Wakaf, 6. Zakat, 7. Infaqg, 8. Sadagah, dan 9. Ekonomi Syariah,
sesuai Pasal 49, Undang-undang Nomor 3 tahun 2006.

Adapun Wilayah hukum suatu pengadilan merupakan kompetensi
relatif pengadilan agama yang bersangkutan, yang meliputi wilayah
kabupaten atau pemerintahan kota sesuai pasal 4 ayat (1) Undang-undang
Nomor 7 Tahun 1989 yang di ubah dengan Undang-undang Nomor 3
Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang menyatakan bahwa
“Pengadilan Agama berkedudukan di Kotamadya atau di ibukota
kabupaten, dan daerah hukumnya meliputi wilayah kotamadya atau
kabupaten”.

Dengan lahirnya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama Sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir
dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, khususnya sebagaimana
yang diatur dalam pasal 106 maka Lembaga Peradilan Agama mengalami
perubahan-perubahan yang sangat mendasar. Status dan eksistensinya
telah pasti, sebab melalui pasal 106 tersebut keberadaan lembaga Peradilan
Agama yang dibentuk sebelum lahirnya Undang-undang Nomor 7 Tahun
1989 keberadaannya diakui dan disahkan dengan Undang-undang
peradilan ini. Dengan demikian Peradilan Agama menjadi mandiri sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana ciri-cirinya
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antara lain hukum acara dilaksanakan dengan baik dan benar, tertib dalam
melaksanakan administrasi perkara dan putusan dilaksanakan sendiri oleh
pengadilan yang memutus perkara tersebut.

Pengadilan Agama Selatpanjang pada tahun 1970 yang berlokasi di
Jalan Amalia Selatpanjang masih berstatus tempat balai sidang/sidang
keliling oleh Pengadilan Agama Pekanbaru dan kemudian baru pada tahun
1972 Pengadilan Agama Selatpanjang Resmi dibentuk berdasarkan
Keputusan Menteri Agama No. 34 tahun 1972 tanggal 16 Maret 1972.

Pada tahun 1980 Kantor Pengadilan Agama Selatpanjang
dipindahkan dan memakai Gedung Balai Latihan Gulat Selatpanjang dan
masih berlantaikan tanah pengerasan alias tidak rata. yang terletak di Jalan
Diponegoro Selatpanjang dengan status bangunan Kantor Kontrakan
dengan ukuran bangunan sekitar 5 X 7 Meter, dan Kiri — kanan kantor
adalah rumah penduduk keturunan cina.

Kemudian pada tahun 1982 Depertemen Agama RI mengalokasikan
anggaran untuk Pembangunan Kantor Pengadilan Agama Selatpanjang dan
terealisasi pada tahun itu juga serta dibangun Kantor Pengadilan Agama
Selatpanjang yang bertempat di Jalan Yos Sudarso diatas sebidang tanah
dengan ukuran 20 X 40 M dengan kondisi Tanah Rawa-rawa, sampai
sekarang telah mengalami penambahan ruang sidang dan perbaikan serta
rehap ringan, baik dengan anggaran Departemen Agama maupun dengan
Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis, namun karena

konstruksi bangunan kantor terbuat dari Kayu dan berdiri diatas rawa-
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rawa, sehingga pelayanan prima bagi pencari keadilan kurang dapat
terujut, karena dengan kondisi kantor yang terlalu kecil dan lapangan
parkir yang tidak ada disamping itu berkas-berkas yang ada selalu
dihinggapi/dimakan rayap. maka mau tidak mau harus diupayakan untuk
membangun sebuah Kantor Pengadilan Agama Selatpanjang yang
representatif dan sesuai standar yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung
RI.

Dalam tahun 2007, oleh Mahkamah Agung RI dalam DIPA Tahun
2007 Pengadilan Agama Selatpanjang termuat Anggaran untuk mengawali
pembangunan sebuah Kantor Baru Pengadilan Agama Selatpanjang sesuai
Prototipe yang disahkan oleh Mahkamah Agung RI, namun karena
anggaran yang tersedia tidak memadai untuk sampai ke finising, maka
Pembangunan Kantor Baru tersebut dilaksanakan secara bertahap
sebanyak tiga tahap dan finising pada tahun 2009. Sejak tahun 2010
operasional Pengadilan Agama Selatpanjang telah beroperasi dengan
nyaman di Gedung Baru Kantor Pengadilan Agama Selatpanjang.
KETUA PENGADILAN AGAMA SELATPANJANG DARI MASA
KE MASA

Ketua Pengadilan Agama Selatpanjang sejak pertama kali berdiri
adalah sebagai berikut:
1. Drs. Bukhari Ras tahun 1976 sampai tahun 1980
2. Drs. Abbas Hasan tahun 1980 sampai tahun 1988

3. Drs. Taslim tahun 1988 sampai tahun 1998
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4. Drs. Trubus Wahyudi tahun 1998 sampai tahun 2003

5. Drs. H. Endang Tamawi tahun 2003 sampai tahun 2007

6. Drs. Nasrul. K., S.H., M.H. tahun 2007 sampai tahun 2010

7. Dra. Hj. Husni Rasyid, S.H., M.H. tahun 2010 sampai tahun 2011

8. Drs. Adnan Yus, S.H. tahun 2011 sampai tahun 2014

9. Drs. Nusirwan, S.H., M.H. tahun 2015 sampai tahun 2018

10. Elidasniwati, S.Ag., M.H. tahun 2018 sampai tahun 2020

11. Fithtiati AZ, S.Ag tahun 2020 sampai tahun 2020

12. Dr. Erlan Naofal, S.Ag., M.Ag. tahun 2020 sampai tahun 2021

13. H. Mohammad Mu’min., S.H.I., M.H. tahun 2021 sampai sekarang

o WAKIL KETUA PENGADILAN AGAMA DARI MASA KE MASA

Wakil Ketua Pengadilan Agama Selatpanjang sejak pertama Kkali

berdiri adalah sebagai berikut:

1.

2.

Drs. H. Taufiqurrahman, S.H. tahun 1995 sampai tahun 2006
Drs. Moh. Nur, M.H tahun 2006 sampai tahun 2010

Drs. Samsul Amri, S.H., M.H. tahun 2010 sampai tahun 2012
Drs. A. Karim Basyah tahun 2012 sampai tahun 2014

Drs. H. Daswir, M.H. tahun 2016 sampai tahun 2018

Fithtiati AZ, S.Ag tahun 2018 sampai tahun 2020

Ahmad Syafruddin, S.H.1., M.H. tahun 2020 sampai tahun 2021

Ahmad Patrawan, S.H.1. tahun 2021 sampai sekarang.>

> Pengadilan Agama Selatpanjang, Profil Dan Sejarah Pengadilan Agama Selatpanjang,

artikel dari https://www.pa-selatpanjang.go.id/id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/~-profil-

dan-sejarah-pa-selatpanjang.html Diakses pada 29 Maret 2022
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2. Visi dan Misi Serta Budaya Kerja Kantor Pengadilan Agama
Selatpanjang
Setiap Instansi dan Badan-badan kerja memiliki tujuan dan sasaran
yang akan dicapai dengan didirikanya Kantor tersebut, sistematika seperti
apakah yang kemudian yang akan diterapkan dalam melaksanakan dan
memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Adapun, Kantor Pengadilan
Agama Selatpanjang memiliki Visi dan Misi serta menerapkan Budaya
Kerja sebagai berikut:
a. Visi
“Mewujudkan Pengadilan Agama Selatpanjang yang agung”
b. Misi
e Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan
dan transparansi
e Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur Peradilan Agama
dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat
e Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan
efesien
o Melaksanakan tertib administrasi dan managemen peradilan
yang berbasis teknologi informasi
c. Budaya Kerja
5S
e SENYUM

e SALAM
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e SAPA

e SOPAN

e SANTUN

5R
e RINGKAS
e RAPI
e RESIK
e RAWAT
e RAJIN®

3. Tugas Pokok dan Fungsi Peradilan Agama

Pengadilan Agama merupakan salah satu kekuasaan kehakiman
yang menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan
sebagaimana ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945
yang berbunyi ‘“Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang
merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan
keadilan”, dilanjutkan dengan ayat (2) yang berbunyi “Kekuasaan
kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan
yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan
peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata

usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.

% pengadilan Agama Selatpanjang, Visi dan Misi Pengadilan Agama Selatpanjang, artikel

dari  https://www.pa-selatpanjang.go.id/id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/~-visi-misi-pa-

selatpanjang.html Diakses pada 29 maret 2022
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Adapun yang menjadi dasar hukum Pengadilan Agama adalah
Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009
Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 20009.

Dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang
Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang
memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat
pertama antara orang-orang yang beragama Islam dan orang atau badan
hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada
Hukum Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat,
infag, shadagah, ekonomi syariah.

Di samping tugas pokok dimaksud di atas, Pengadilan Agama
Selatpanjang mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut:

Fungsi mengadili (judicial power), yakni menerima, memeriksa,
mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan
Pengadilan Agama dalam tingkat pertama (vide : Pasal 49 Undang-undang
Nomor 3 Tahun 2006).

Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan,

dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah
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jajarannya, baik menyangkut teknis yudicial, administrasi peradilan,
maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan
pembangunan. (vide : Pasal 53 ayat (1, 2, 4 dan 5) Undang-undang Nomor
No. 50 Tahun 2009 jo. KMA Nomor KMA/080/V111/2006).

Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas
pelaksanaan tugas dan tingkah laku Panitera, Sekretaris, dan Jurusita di
daerah hukumnya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan
sewajarnya (vide : Pasal 53 ayat (1, 2, 4 dan 5) Undang-undang Nomor
No. 50 Tahun 2009) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum
kesekretariatan ~ serta ~ pembangunan. (vide: KMA  Nomor
KMA/080/VI111/2006).

Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat
tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya,
apabila diminta. (vide : Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor No. 7
Tahun 1989).

Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi
peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian,
keuangan, dan umum/perlengakapan) (vide : KMA Nomor KMA/080/
V111/2006).

Fungsi Lainnya : Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas
hisab dan rukyat dengan instansi lain yang terkait, seperti DEPAG, MUI,
Ormas Islam dan lain-lain (vide: Pasal 52 A Undang-Undang Nomor 3

Tahun 2006).
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Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan
sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat
dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang
diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-
144/KMA/SK/1/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan
sebagai pengganti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Rl Nomor :

144/KMA/SK/V111/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.®

% pengadilan Agama Selatpanjang, Tugas Pokok dan Fungsi Peradilan Agama, artikel dari

https://www.pa-selatpanjang.go.id/id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/~-tugas-pokok-dan-

fungsi-peradilan-agama/160-tupoksi-peradilan.html Diakeses pada 29 Maret 2022
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1)

2)

Dasar pertimbangan Hakim menerima kembali gugatan yang sama
yaitu karena pada legal standing yang dilakukan oleh Aswandi bin
Alwi (Penggugat) sebagai kuasa hukum adalah cacat hukum karena
yang bersangkutan sebagai kuasa insidentil tidak memiliki surat izin
dari Ketua Pengadilan Agama Selatpanjang untuk beracara di
Pengadilan Agama Selatpanjang. Sehingga gugatan banding yang
diajukan ke Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru gugatan tersebut
tidak dapat diterima (Niet Ontsvankelijke Verklaard).

Analisis Hukum Acara Perdata terhadap unsur Nebis In Idem dalam
putusan Pengadilan Agama Selatpanjang Nomor
10/Pdt.G/2012/PA.Slp Jo. Nomor 181/Pdt.G/2021/PA.Slp adalah
putusan tersebut tidak termasuk ke dalam asas Nebis In Idem walaupun
di dalam putusan tersebut terdapat objek, subjek, alasan, dan
pengadilan yang sama. Hal ini karena pada perkara Nomor
181/Pdt.G/2021/PA.SIp merupakan gugatan baru. Hal tersebut karena
pada putusan banding Nomor 81/Pdt.G/2012/PTA.Pbr gugatan yang
diajukan Penggugat (Putusan nomor 10/Pdt.G/2012/PA.Slp) tidak
dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) karena gugatan
Penggugat cacat hukum karena gugatan terdapat error in persona

dalam plurium litis consertium (kekurangan pihak).
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3) Saran

1)

2)

Untuk menghindari adanya pemprosesan suatu perkara yang sama yang
telah mempunyai kekuatan hukum tetap diharapkan agar Majelis Hakim
dalam memproses suatu perkara memahami asas nebis in idem dalam
perkara perdata agar tidak memproses perkara yang sama untuk kedua
kalinya.

Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Selatpanjang Nomor
10/Pdt.G/2012/PA.Slp Jo. Nomor 181/Pdt.G/2021/PA.Slp hendaknya
didasarkan atas hukum atau peraturan dalam beracara, melandasi berbagai
pertimbangan dan putusan dengan keadilan, selain berdasarkan pada
ketentuan hukum tersebut hakim harus mendasarkan pada ketentuan teori
mengenai obyek sengketa khususnya, sehingga unsur-unsur subyek, alasan
gugatan yang sama dapat dihindari sehingga dapat menghindari adanya

putusan yang berbeda.
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